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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Belopa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx binti Mxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Dusun  Bosso,  Desa

Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai

Penggugat;

melawan

xxxx  bin  Ismail,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Lorong  Depan  Pasar

Karetan, Lingkungan Tondok Tangnga, Kelurahan Sumarambu,

Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 03

Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal  17

Rabiul  Akhir  1440

Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dic

atat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Walenrang  Utara,  Kabupaten
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Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/006/XI

I/2018, tertanggal 26 Desember 2018;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

berpindah- pindah terkadang di  rumah Penggugat  dan kadang di  rumah

Terggugat dan terakhir tinggal dirumah Kontrakan di Keurea, Kecamatan

Bahodopi,  Kabupaten  Morowali  selama  3 tahun  5  bulan  dan  sudah  di

karuniai  1  anak  yang  bernama Afifa  Delisha  xxxx  binti  xxxx,  NIK

7373044403190002, tempat dan tanggal lahir Palopo, 04 Maret 2019, usia

5 tahun;  

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berj

alan rukun dan harmonis, namun

sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  mulai  goyah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:   

 Tergugat  ringan  tangan  di  mana  suka  memukul,  menendang

Penggugat;  

 Tergugat suka bermain judi sabung ayam, online;  

 Tergugat  suka  berbicara  kasar  seperti  mengatakan  Anjing,

Perempuan tidak benar;  

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Te

rgugat terjadi pada bulan Mei 2022, kemudian Pengugat pergi meninggalka

n  rumah  kontrakan  sehingga  telah  pisah  tempat  tinggal  kurang lebih  2

tahun 6 bulan lamanya;  

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat

dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha b

ermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah t

angga  dengan  Tergugat,  karena  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun

lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madha

ratnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan  untuk

membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;  

7. Bahwa,  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana 
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diatur dalam peraturan perundang-undangan

(pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;  

8. Bahwa,  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx bin Ismail) terhada

p Penggugat (xxxx binti Mxxxx);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae

quo et bono); 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

sendiri  menghadap  di  persidangan  sedang  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta berdasarkan laporan

dari  Jurusita  Pengadilan  Agama  Belopa  bahwa relaas  Nomor

585/Pdt.G/2024/PA.Blp tidak sampai  pada Tergugat di  alamat Lorong Depan

Pasar  Karetan,  Lingkungan  Tondok  Tangnga,  Kelurahan  Sumarambu,

Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  mencabut  gugatannya

karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa,  untuk  menyingkat  Penetapan  ini  maka  segala  sesuatu  yang

terjadi  di  persidangan  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

dianggap  telah  termuat  seluruhnya  dalam  bagian  tak  terpisahkan  dari

Penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Berdasarkan laporan dari Jurusita Pengadilan Agama Belopa

bahwa relaas  Nomor  585/Pdt.G/2024/PA.Blp  tidak  sampai  pada  Tergugat  di

alamat Lorong Depan Pasar Karetan, Lingkungan Tondok Tangnga, Kelurahan

Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  mencabut  gugatannya

karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat terlebih

dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada

tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,

maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan  tersebut  diatas  Majelis  Hakim

menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  9  Jumadil  Akhir  1446  Hijriyah,  oleh  kami  Ali  Rasyidi

Muhammad,  L.C.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dede  Ramdani,  S.H.I.  dan

Mujibburrahman  Salim,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

sama  dan  dibantu  oleh  Maswarni  Bugis,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, L.C.
Hakim Anggota

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H.,

M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Proses : Rp 100.000,00
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-  Panggilan : Rp 19.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
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